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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati Melawi. 

BUPATI MELAWI 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
PERATURAN BUPATI MELA WI 

NOMOR lb TAHUN 2017 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA D 
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN ASEr p,%t'M RANGKA 

PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MELAWI, 

a. bahwa urituk , meningkatkan kinerja para pengelola 
keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Melawi 
yang akuntabel, dipandang perlu untuk diberikan 
tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dalam 
rangka Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Aset 
Daerah Pemerintah Kabupaten Melawi sebagaimana yang 
diamanatkan pada Pasal 39 Ayat (2) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 Pembentukan 
Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4344); 

tentang 
Republik 

Lembaran 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang ... 
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r ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent 
qembaran Negara Republik Indonesia Ta,. Hang Pemerintahan Daerah "saran Negara Repuon odorsta %~"hi"," "" 24. Ta»aha» 
eberapa kali terakhir dengan Undang-Undan¢ ,, "bagaimana telah diubah 
perubahan Kcdua Atas Undang-Undang eh" 9Tahun 2015 tentang 

: tahe D: ·omor Tahun 2014 tentan 
pemerinte an aerah (Lembaran Negara Republik Ind ·'· Tah bahe Le1 tb inadonesa mun 2015 Nomor 
58, Taml an zmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 t tan D: ; 9. . ent ug ana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Ta bah 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); ' amt 1an 

[0. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas 
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007 tentang 
Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor; 

' 
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan 

Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di 
Daerah; 

l7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah 
beberapakali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 

18. Peraturan ... 
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I 
peraturan Daerah Kabupaten Mela N 
Aioi Pengelolaan Keuangan paera,""""Tahu 2oo7 tentans Po1«o1 ahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaa, "n Daerah Kabupaten Mela; 
g811); Daerah Kabupaten Melawi Nomor 

peraturan Menteri Dalam Negeri N 
pt+bendaharaan dan Tuntutan @a,,""""" 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan 

gi Keuangan dan Barang Daerah: 
peraturan Menteri Dalam Negeri N 

o. pengelolaan Keuangan Daerah seimo� 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
agamana telah diubah beb terakhir dengan Peraturan Menteri Dal. 2eberapa kali 

alam Negeri Nomor 62 Tah 20 tentang Bantuan Operasional Sekolah (Berite N . a un 11 
2006 Nomor 807); a +egara Republik Indonesia tahun 

MEMUTUSKAN : 
' 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN 
BERDASARKAN BEBAN KERJA DALAM RANGKA 
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN ASET PEMERINTAH 
KABUPATEN MELAWI 

Pasal 1 

Kepada Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan ditugaskan berdasarkan 
Keputusan Bupati Melawi dalam rangka penatausahaan keuangan dan aset 
daerah Pemerintah Kabupaten Melawi diberikan insentif setiap bulannya. 

I 
Besarnya pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah 

II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bupati Ini. 

. . 
Pasal 3 

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksul dalam Pasal 1 digunakan sebagai 

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja 

Pengelolaan Keuangan Daerah (RKA-SKPD). 

Pasal 4 

Nomor ,55 Tahun 2011 Ten tang Tambahan Peraturan Bupati Melawi 
DI R gka Pelaksanaan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja alam «an 

P ·ntah Kabupaten Melawi, dicabut dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset emer1 
I 

dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 5... 
t 

Pasal 2 



Pasal 5 

~tan Bupati ini mulai berlaku pada tang " r ggal dmndangkan. 

,_ setiap orang mengetahuinya, memerintahk 

";ri dengan penempatannya dalam B~;_ " pengundangan Peraturan 

3uP 
erita Daerah Kabupaten Melawi aw1. 

Di tetapkan di Nanga Pinoh 
pada tanggal a9 Mi 2017 

p;undangkan di Nanga Pinoh 

%ada tanggal o M 2017 

gERETARIS DAERAH KABUPATEN MELAW1, 4 

_Q, IVO Tl bs MULYONO 

> 

BRITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR l6 
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PERATURAN BUPATI MELA WI 

I .a" LA NOMOR lo TRHUK 292 t TANGGAL 23 Ac a017 
., TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DALAM RANGKA 

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN ASET 
PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI I 

' 

ABEL TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DALAM I 

RANGKA PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 
PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI 

~ 
SATUAN BERDASARKAN URAIAN 

BEBAN KERJA 
NO 

1 2 3 4 - Kooordinator Pengelola Keuangan dan Aset 1. 
Daerah 

Li 
Sekretaris Daerah 0/B Rp 4,500,000 a. 

2,500,000 b. Pejabat Perencanaan Daerah (BAPPEDA) 0/B Rp 
Asisten Sekretaris Daerah 0/B Rp 2,500,000 C. 

2. Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Aset 
Daerah / Bendahara Umum Derah (BUD) 

0/B Rp 4,000,000 a. Kepala BPKAD 
0/B Rp 3,000,000 b. Sekretaris BPKAD 

3. Pejabat yang menerima pelimpahan Tugas 
tugas Penatausahaan Keuangan dan Aset 
Daerah 

0/B RD 2,000,000 Kuasa BUD Bidang Anggaran a. 
0/B Rp 1,750,000 - Koordinator Pelaksana I 

- Staf Pelaksana: 
0/B Rp 1,500,000 Staf Golongan III 
0/B Rp 1,250,000 - - Staf Golongan II 

2,000,000 Kuasa BUD Bidang Pembendaharaan dan 0/B Rp b. 
Kas Daerah 

0/B Ro 1,750,000 - Koordinator Pelaksana - - Staf Pelaksana: 
1,500,000 0/B RD - - - Staf Golongan III 
1,250,000 0/B RD - - Staf Golongan II 

0/B Ro 2,000,000 - Kuasa BUD Bidang Akuntansi --- 
1,750,000 

c. 
0/B Ro - - Koordinator Pelaksana - - Staf Pelaksana : 
0/B Ro 1,500,000 - 

1,250,000 
- - Staf Golongan III 

0/B RD - - Staf Golongan II 

d.Kuasa... 
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I 
,,,,,..- URAIAN SATUAN BERDASARKAN . 
NO 

BEBAN KERJA 
L 2 

� 

3 4 

L 
a 

L l; Kuasa BUD Bidang Aset 0/B Rp 2,000,000 
- 

] [ oordinator Pelaksana 0/B Rp 1,750,000 

L Staf Pelaksana : 
L - - Staf Golongan III 0/B RD 1,500,000 

L -- Staf Golongan II 0/B Ro 1,250,000 

L 

BU�AWI, 

 PANJI 

piundangkan di Nanga Pinoh 

pada tanggal 20 « 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI, 

I 
IVO TI1 s MULYONO 

BERITA DAERAH KABU PATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR t 


